BAB 6
SARAN

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil kegiatan Praktek
Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilakukan di Apotek Kimia

Farma 119 adalah sebagai berikut:

1.

Mahasiswa program  studi  apoteker yang akan
melaksanakan Praktek Kerja Profesi (PKP) hendaknya lebih
banyak membekali diri dengan ilmu pengetahuan praktis
yang berhubungan dengan pekerjaan kefarmasian dan
manajemen apotek sehingga pada waktu pelaksanaan PKP
calon apoteker dapat langsung mengaplikasikan ilmu
tersebut dengan baik, efektif, lancar dan mahasiswa calon
apoteker mau terlibat secara aktif.

Mahasiswa program studi profesi apoteker hendaknya
berperan aktif dan antusias dalam melaksanakan seluruh
kegiatan PKPA agar dapat memperoleh informasi,
pengetahuan, dan keterampilan dalam pelayanan dan
pengelolaan apotek guna membekali diri ketika harus terjun
langsung di dunia kerja.

Pemberian KIE kepada pasien perlu ditingkatkan agar
pasien dapat memahami dan mengerti cara penggunaan obat
yang benar dan dapat menambah kepatuhan pasien dalam
menggunakan obat.

Apotek  Kimia Farma 119  hendaknya  selalu
mempertahankan dan meningkatkan Kkinerja dari setiap

individu untuk bekerja secara profesional terhadap tugas
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dan tanggung jawabnya masing-masing agar selalu dapat
memberikan pelayanan yang terbaik.
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